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HAyY 1

PENDAHULUAN

f. Latar Belakang Masalabh

Adalah sebuah keniscayaan., manakala hukum  hadir
untuk menciptakan keharmonisan, kemapanan sosial, perkem-
bangan peradaban serta kemajuan hidup dan penghidupan
antar warga, terlebih bag:i kehidupan antar umat heragama.
Didalam dunia hukum, perkataan orana { person) berarti
pendukung nhak dan kewajiban yang juga disebut subyek
hukum. Dengan demibian boleh dikata bahwa setiap manusia
baik Qarga negara lndonesia maupun Orang asing adalah
pembawa hak (subyek hukum) vang mempunval hak dan kewajl-
ban untuk melakukan perbuatan hulkum.

Meaki setiap subyek hukum mempunyal hak dan kewa=
jiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan

tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan

Pukum yang lazim disebut dengan "rechtsbekwaamheld”
{kecakapan hukum) dan "roechtesbevoegdhedrd"” (kewenanagan
hukum) . Dalam hal inl setiap orany mempunyal rechtsbek-

waamheid untuk melakukan perbuatan hubkuam. sepertl membuat
perianilan, meni1kah dan lain sebagainya sepaniang tidal
Jranagap cacat hublum oleh Undanag-undang, misalnya oranag
yang belum dewacsas, dibawah pengampuan dan 0Orang yang
dinvatakan pailit. Mereka 1ni haru dapat melakukan per-

puatan hukum manakala diwakilyl oleh orang tuanya darn  atau



yang séderajatnya. (R. Soeroso, SH., 1990:13Y).

Akan tetapir tidak semua subyek hukum yvang mempunyal
kecakapan hukum 1tu mempunyal kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum, ada seseorang yang mempunyal kecakapan
hukum tetapa tidak mempunyal kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum, karena kewenangan seseorang dalam melaku-
kan perbuatan hukum 1tu dibatasi aleh identitas kewargane-
garaan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan dan
tingkah laku atau perbuatan. (H. bBeceroso, SH., 1995:144).

Jadi menurut hukum, manusia pribadi (natuurlijke
persoon) mempunyal hak dan kewajiban, akan tetapi tidak
setiap manusla cakap bertindak dalam melakukan perbuatan
hukum atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setiap
orana adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban),
namun tidak semua orang cakap untuk melakulkan perbuatan
hukum, dan beagitu seterusnva, tidak semua orang yang cakap
melakukan perbuatan hukum 1tu ceialu  berwenang untuk
melakukan perbuatan hukum. Jadi bisa terjady ada orang
yang berwenanyg berhak 1tu tidal cakap hertindak stau bD1lse
yadl 1a wenana berhak dan cakap bertindalk namun 1a tidak

wenana untub melakuban perbuatan hukum sehingga olen hukum

dibtatablan cacat. dalam arta tidabk dapat melakukan per-
puatan hublum. Ataw bi1sa 1ad1 Nrang tersehut. telah cakap
tipdak . mnamun 1A tidak mempuny Al Fevienanaan untok hertin-

dat . dgalam arti1 1a tidak Jdianggop oleh hukum wenang untuk

me lakuk an perbhuatan hubkum., =ehinaga pada akhirnva dapat



dikratakan hahwa orana yanq dapat melalkukan perbuatan hukum
adalah orang vana oleh bhukum telah dianggap cakap
tindak dan wenang tindak. Dalam arti 1a mempunyal dan
atau diakui oleh hukum kecakapan dan kewenanaan dalam
melakukan perbuatan hukum.

Berpautan denagan masalah ini, dalam l=lam dinvatakan
bahwa setiap persoon yanyg notabenenya sehagalr  subyek
hukum. perkataan dan perbuatannya dipandang sah dan dapat
berakibat hukum adalah mereka yang telah sampal pada batas
ahlaivatul ada’. vaitu kepantasan seseorang untuk dapat
diangqap sah segala perlkataan dan perbuatannya.
(Zakiah Daradjat, 1995:92). Misalnva. bila 1a mengadakan
suatu per janiian atau perikatan, mala tindakan—-tindakan
yang dilakukannva adalah sah dan dapat menimbullan akibat
sk um.

“pabila 1a melakulkan perbuatan-perbuatan vy ang ada
hubungannya dengan Fewajilban-kewariban vang dirtanggungnyea,
seperti sholat. puésa. haryr atau perhuatan wajib lainnya,
maka perbuatan-perbuatan 1tu dianggap sah dan 1a telah
menunalban bewairibannva yanq dapat menquaurkan tanggungan.
Heranogk at dar: ulasan diatas, setiap persnon bila dihu-
bunat an dengan Femampuan berbuat {cakap taindak), maka ada
tigas macam:

{. vida kalanva coscorang Ltu tidak mempunyal ahliyatul
ada sedikitpun. Misalnya anak yang belum dewasa dan

arang va2ng airla, maka mereka dianqgap tidak mempunyal



kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku
mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Andaikata
mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak
milik orang lain, mereka tidak dikenakan hukuman bhadan,
melainkan hanya dikenakan hukuman ganti ruglr yang
herwuiud kebhendaan saja.

Ada kKalanya seseorang itu mempunyai ahliyatul ada’ yang

kurang sempurna. Seperti anak yang mumayyiz yakni anak

yang sudah dapat membedakan baik atau buruknva suatu
perbuatan dan manfaat atau tidaknya perbuatan itu, akan

tetaplr pengetahuannya belum kuat (anak yang berusia 7

tabhun sampai LS tahun).

Adapun sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang dilaku-

kan oleh anak yang mumayyiz 1tﬁ dapat ditinjau dari

tiga j1enl1s perbuatan:

a. LDalam transaksi-transaksi vang mengandung manfaat,
sepertl menerima hibah dan shodaqoh, maka tinda-
kannvya 1tu adalah sah tanpa tergantung ijin dari
walinya.

th. Dalam transaksi—transaksi vang mengandung unsur
pemindanhan hak milik, maka tindakannya tidak saﬁ,
brarpun teiah mendapat 1)1in dari walinya. 0Oleh
farena 1tu  apabila 1a memherikan hibah, wasiat,
wagat dan memerdekakan budak. maka tindakan—-tindakan

vano dilakutannya 1tu adalanh batal.

. Dalam transaksi-transaksl vang disamping mengan-



dung unsur manfaat juga mengandung unsur pemindahan
hek milik, maka tindakannya adalah sah, hanya saja
tindakan 1tu tergantung atas 13i1n walinya, artinya
yika walinya mengijinkan, tindakannya adalah sah dan
jika tadak mengijinkan, maka tindakannya adalah
tidak sah. Misalnya seorang anak mumayyiz mengadakan
perikatan jual belli atau sewa menyewa dengan pihak-
pihak tertentu. Jika walinya mengijinkan transaksy
vang dilakukannya, maka sahlah perikatan tersebut,
letapy apabila walinya tidak menijinkannya perikatan
1tu menyadir batal,

3 uda_kalanva cspseorang 1tu mempunyal ahliyatul ada vyang
sempurna, yaltu orang yang telah dewasa lagi berakal.
(Prof. Dr. Abdul Wahhab kKhallaf, 1996:219-221).

Fada prinsipnya kemampuan berbuat (ahliya al Ada’)
ceseorang  rtu diukur dengan kesempurnaan akal dan kesem-
purnaan akal seseorang 1tu diukur dengan kedewasaannya.
Sehab kedewasaan menunjukkan akal yang telah sempurna.
Hukum lslam menetapkan kedewasaan seseorang dengan lalan:
1. Ditetaptan denagan adanva cirri-cirl khas kedewasaan.

sepert1 menstruasl bagl perempuan atau i1htilam (keluar

spermal bhaik bagilr laki-laki maupun perempuan.

2. Litetapkan denaan tercapalnya umur tertentu. Apabila
S B zeh i o By i | L edewasaan tersebut diatas tidak didapatkan
pada seseorang, karena 1a mendapatkan gangguan Tasma-

niyah. maka kedewasaan 1tu dapat ditetapkan dengan



ter;apalnva umur tertentu. Ulama Malikiyah dan Hana-
tivah bherpendapat apabila searang laki=lak1 telah
berumur 1/ tahun, maka mereka adalah orang dewasa.
sedana ulama Svafi ivah dan Hanabilah menetapkan kede-
wasaan seorany laki-lakl maupun perempuan dengan terce-

painyva umur 1S tahun.

I~
.

Urana vanag disekeliling alat kelaminnya telah tumbuh

rambut.

4. Uranag yana telah mengeluarkan darah haid atau telab
hamal (khusus bagl orang perempuan). (Sayid Sabig,
1¥Y92:410) .

Disamping batasan-batasan kedewasaan tersebut, seseorang

yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum ada-

lah:

1. Harus sehat akalnva, maka bagyr orang aile diranggap
tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum,

2. Harus pandai, mala oranag vang bodoh (dungu) dianaqgap
tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

3. Harus taidak pairlit, mala orana vang pairlait diangaap
tidak cakap dalam melakukan perbuatan fuk um. {bayaid
Sahiqg., 19Y97:409).

ralam hutum  perdata masalah diatas yuaa tertera
dalam pasal-pasal FUH terdata sepert: berikul:

pasal 350 : Helum dewasa adalah mereka  vanag belum menca-

ral  umur genap duapulun satu tohun dan  tidak

lebhih dahulu telah kawin.



t\l‘

pasal 13Z20: Untuk sahnva persetujuan—-persetujuan diper-
lukan empat syarat: kata sepakat, cakap un tuk
membuat perikatan, suatu hal tertentu dan
causa vang halal.
pasal 1329: Setiap orang adalah cakap untuk melakukan
perikatan-perikatan jika 1a oleh undang-undang
tidak dinvatakan tidak cakap.
nasal 1330: lak cakap untuk membuat persetujuan—persetu-
yuan adalah orang-orang yang belum dewasa,
mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan
semua oOrang kepada siapa undang-undang telah
merlarana membuat persetujuan—-persetuiuan
tertentu.
Hasal-pasal tersebut secara garis besar menyatakan hal
yang <ama, bahwa setiap orang vang herlaku sebagaz subyek
Fukum dranagap telah cakap tindak manakala telah memasukl
masa usia dewasa, tidak beraeda dibawah pengampuan dan

tidak dinvatakan tidat cabtap oleh undana-undang.

H. ldentitfikasy: Masalah
Heranatat dari latar helalana vana telah diurairkan

diatas, dapat diketahul adanya masalan-masalah sebagal

beribkut:

\. konsep Lakap lindak: Yang dimaksud denaan cakap tindak

adalanh sesenrang vanag telah sampal pada usia dewasa dan

atau tidabt dihilanakan kecakapannya.



5. Kriteria Cakap lindak:i Yaitu s1fat-si1fat vana menjadi
bukt: seseorang 1tu dapat dikatakan cakap tindak,
seperti:

a. Usaia, telah mencapayr usia 1D tahun dan atau
telah bermimpi mengeluarkan sperma atau telah men-
truasi baayr perempuan (Hukum Islam). lelah mencapal
usia 21 tahun atau telah kawin (Hukum Perdata) .

h. lidak qila, tidak bodoh dan tidak boros (tidak
be}ada dibawah pengampuan).

c. lidak _dllaranu oleh Undanag-undana  untulk melaku-—
'kan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya
orana vang dinvatakan pai1lit.

5. Macam-macam Cakap laindak;s CLakap tindak ada beberapd
hentuk misalnya, cakap taindak vang sempurna dan cakap
tindak vang tidak sempurna.

4. Akibat hubum dari transaksi-transaksi vang dilakukan
oleh orang yang tidak cakap tindak. Suatu perbuatan

hukum pasta menitmbulkan akibat  huakum baik terhadap

pelaku perbuatan jtu maupun terhadap pirhak lain.

L. Perumusan Masalah
LupaAa lebrh 1eplas, maka masalah-masalah yanag ak an
dikall dalam skripsi 1n1 dirumuskan cebagal. beribut:
1. Hagaimana I oneep atau penaertian cakap tindat menurut
tukum lelam dan hukum perdata.

2. wnpa cala krateraa calap tindak menurut hukum l=slam dan



hukum FHerdata.

3. Npa sara macam-macam cakap tindak menurut hukum Islam
dan hukum Perdata.

4. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan vang dilakukan
oleh orang yang tidak cakap tindak menurut hukum Islam

dan hukum Ferdata.

L. ltujuan Studa
Hetalan dengan rumusan masalab tersebut diatas, maka
tuluan studl 1m1 adalah untuk mendeskripsikan, menganali-
16 dan menyilmpulkan sumber-sumber dari hukum lslam dan
nukum perdata dalam kaitannvya untuk merumuskan hukum=—hukum
tentang cakap tindak dalam masalah:
1. Mendeskripsikan, membandingkan konsep atau pengertian
cakap tindak menurut hukum Isiam dan hukum perdata.
2. Mendeskripsikan dan membandingkan kriteria cakap tindak
menurut hukum [slam dan hukum perdata.
3. Mendeskripsikan, membandingkan macam-macam cakap
tindak menurut hukum (slam dan hukum perdata.
4. Mendeskripsikan, membandingkan akibat bukum dari per—
bhuatan—-perbuatan  vang dilakukan oleh orang vamag tidak

cakap tindak menurut hukum [slam dan hukum Ferdata.

E. Kegunaan Ltud:y
L. Hasil studi dalam analisis 1ny diharapkan sebagai suatu

usaha untuk mengangkat kembali sebuah hukum yang selama
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ini kuranag mendapat perhatian dan cenderung disepelekan
bahkan vang ironis belum banvak dikenal oleh masyarakat
denagan mengembalikan permasalahan-permasalahan terhadap
ketentuan—-ketentuan yang ada.

5. Hasil studi dalam analisis ini diharapkan dapat diper-
gunakan sebagal bahan pertimbangan dalam dunia hukum,
khususnya hukum Islam dan hukum perdata.

3. Analisis 1ini diharapkan dapat menjadi i1nput dan
tambahan dalam khazanah kepustakaan bagi kelembagaan

dunia hukum baik hukum Islam maupun hukum Perdata.

F. Metode Analisis Data

Metode vang digunakan dalam analisis 1ni adalah
metode komparatif, yaitu mengkomparasikan (membandingkan)
antara dua norma hukum dan atau kenyataan-kenyataan (hasil
riset) vang berbeda {( misalnya dalam hukum islam dan hukum
positif dan atau pelaksanaan pewarisan si saerah A dan B).
Dengan membandingkan masing-masing aspeknya sehingga dapat

dirumuskan simpulannya.



